
PRE SI OEN 
REPUBLIK INOONESIA 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 9 TAHUN 2014 

TENTANG 

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK lNDONESIA DAN 

PEMERINTAH REPUBLlK POLA.NOIA MENGENAl PEMBEBASAN VISA BAGI 

PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN 

THE GOVERNMENT OF THE REPUBUC OF INDONESIA AND THE 

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND ON VISA 

Menimbang 

Mengingat 

EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC 

AND SERVICE PASSPORTS) 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa di Warsawa, pada tanggal 4 September 2013 

Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangan.i 

Persetujuan antara Pemerintab Republik lndooesia dan 

Pemerintah Republik Polandia mengenai Pernbebasan Visa 

bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement 

between the Government of lhe Republic of Indonesia and the 

Government of the Republic of Poland on Visa Exemption for 

Holders of Diplomatic and Service Passports), sebagai hasil 

perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik 

Indonesia dan Pemerintah Republik 0 olandia; 

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut 

dengan Peraturan Presiden; 

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1 z; 
2. Undang-Undang ... 
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Menet.apkan 
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2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 

Intemasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4012); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, 

Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5216); 

MEMUTUSKAN : 

PERA TU RAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN 

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA MENGENAI 

PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK 

DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE 

REPUBUC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE 

REPUBLIC OF POLAND ON VISA EXEMPT/OJI FOR HOLDERS OF 

DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS) 

Pasal 1 

Mengesahkan Persctujuan antara Pcmerintah Republik Indonesia 

dan Pemerintah Republik Polandil engcnai Pembebasan Visa 

bagi . .. 
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bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement between 

the Government of che Republic of Indonesia and the Government of 

the Republic of Poland on Vtsa Exemption for Holders of Diplomatic 

and Service Passports) yang telah dita.ndatangani pada tanggal 4 

September 2013 di Warsawa, yang naskab aslinya dalam Bahasa 

Indonesia, Bahasa Polandia, dan Bahasa Inggris sebagaimana 

terlampir dan merupa.kan bagian yang tida.k terpisahkan dari 

Peraturan Prcsiden ini. 

Pasal 2 

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan 

dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Polandia, dan Bahasa Inggris 

sebagaimana dimaksud dalam PasaJ l, yang berlaku adalab 

naskah Persetujuan dalam Bahasa lnggris. 

PasaJ 3 

Peraruran Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

L 
Agar ... 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun­

dangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggaJ 10 Februari 2014 

01tetapkan ch Jakarta 

pada tanggal 6 Februari 2014 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSlLO BAMBANG YUDHOYONO 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSlA 

REPUBLIK INDONESIA, 

\ lld. 

AMIR SYAMSUDIN 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 20 

Salinan sesuai dengan aslinya 
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Pl~ .. IDON 

PERSETUJUAN 

ANT ARA 

lA 

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

DAN 

PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA 

MENGENAI 

PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR OIPLOMATIK DAN 

OINAS 

Pemenntah RtJpublrk Indonesia dan Pernenntah Repubhk Polandm. selan1utnya 
disebul "Para Pihak", 

BER HAS RAT untuk memperkuat hubungM ber sahabat antara kedutl negara, 

BERKEINGINAN untuk memrasihlas1 masuk dan perJalanan untar kedua 
negara bag1 warga negaranya pemegang paspor d1plomat1k dan p.1spor d1nas 
yang sah, 

SESUAI dengan pernturan perundang-undangan ,.;mg berlaku dr mrtsn g­
masmg negarn, 

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagni benkul 

Pasal 1 
PEMBEBASAN VISA 

Warga Neg~ra Indonesia pemegang paspor drplomatik atau paspor dinas 
yang sah dan d1lerbilkan oleh Kemenle1ian Luar Ncgeri Repuhlik Indonesia 
lrdak d1wa11bkan untuk memperoleh visa untuk masuk. transit dnn tmgg;:il d1 
wrlayah Repubhk Poland1a untuk 1anyka waktu lldak lel>1h dafl 90 {semb1lan 
puluh) hari dalam suatu penode 1nngka waktu 180 (seratus delapan puluh) 
hau drhi'ung dan tanggal pertama kah mCJsul\, sebagarmana d1atur dalam 
Pasal 2 

_J 

'· 
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2 Warga Negara Polandia pemegang paspor d1plomaUk atau pnspor dinas 
yang sah dan d1terb1tkan oleh Kementerian l.uar Negen Repubhk Poland1a 
tidak d1wa1ib~ an unluk memperoleh v1s41 untu~ masuk, transit dan tinggal di 
wila~·ah Repubhk Indonesia untuk 1ongka waklu tidak leb1n dn11 30 (tiga 
puluh) han d1h11ung dart tanggal mnsuk, sebaga1mana d1atur dillam Pasal 2 

Pasal2 
VISA BAGI ANGGOTA MIS! DIPLOMATIK DAN KONSULER 

Ketentuan dalam Pasal 1 tidak berlaku bag1 warga negara dari saluh set u P1hak 
yang mcmegang paspor d1plomal1k atau paspor d1nas yang snh yang 
d1tugaskan sebaga1 anggota m1s1 dtplomatik atau pos konsular c.J1 w1layah p1hak 
lain atau untuk anggola ketuarga y«ng merupakan bag1an dan keluarga 
mereka. Sebelum memasuk1 w1layah P1hak lam wMga negara tcrset>ut waj1b 
dipersyaratkan llntuk memperoleh visa masuk yang sesuai dan m1s1 cf 1plomat1k 
Pihak lainnya 

Pasal3 

MASA BERL AK U PASPOR 

Masa berlaku paspor dari warga negara mas1ng-masmg prhak WC'lJib sel<urang-

I 
I 

I 

kurangnya 6 {enam) bulan sebelum memasuki w1layah Pihak la11111ya ~ 

Pasal4 
HAK PIHAK BERWENANG 

1 Warga negara dari salah salu P1hak pemegang paspor d1p1omati1< atau 
paspor drnas yang sah waflb m':!matuhi hukum yang bcrletku dt wilayah 
P1hak lam kelrka mehntas1 perbatasan dan selama tmggal d1 w1layah Pihak 
lain. 

2 Sctiap Pihak berhak untuk menolak masuk atau memperstngkal masa 
t1nggal don set1ap warga negara Pihak lainnya apabrla d1 .. mggap bahwa 
warga negara lersebul t1dak dikehendaki atau d1cu11gai cJapat 
membahayakan ketentraman masyarakm. ~.etert1ban umum ~ esehatan 
masyarakat atau keamanan nasional 

I 

h 
I 
I 

I 

I 
I 
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Pasal5 

CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN 

Para P1hak waiib saling bertukar conloh-contoh paspor d1plomattk can 
paspor d1nasnya yang sah, melalu1 saluran d1plomatik dalam 1angka waktu 

30 (liga puluh} hari setelah penandatanganan Persetuiuan 1m. 

2 Dalam hal pengenalan paspor diplomatik dan paspor dmas baru serta 
mod!Okasi terhadap paspor yang masih berfaku. Para P1hak waj1b saling 
membentahukan secara tertuhs melalui saluran d1plomauk mengena1 
seltap perubahan ltdak leb1h dari 30 (t1ga putuh) hari sebelum pengenalan 
resminya. 

3 Dalam hal warga negara dan salah satu Pihak kehilangan atau rusak 
paspor diplomat1k atau d1nasnya dt w1layah Pihnk lain. mereka waj1b segera 

memberituhukan kepada pejabat berwenang di negara P1hak penenma 
melalui m1si d1plomat1k alau pos konsuler yang mewakili negara asal t.11si 
d1plomalik alau pos konsuler yang bersangkutan. sesua1 dengan 
perundang-undangan nastonalnya, waJtb menerb1tkan kepada orang 
dimaksud suatu dokumen untuk kemball ke negara asalnya 

Pasal6 

PENANGGUHAN 

1. Mas1ng-masing Pihak berhak menunda sementara Persetu1uan irn secara 
1-.eseluruhan maupun sebag1an untuk alasan-alasan keamanan nastonal, 
keamanan masyarakat, ketert1ban umum atau kesehatan masyarakat 

2 Penangguhan serta pembatalan penangguhan menurut ayat i Pasal in1 
harus segera dlberitahukan kepada Pihak lamnya rnelalu1 saluran 

diplomat1k 

Pasal7 

PENYELESAIAN SENG KET A 

Se11ap perbedaan a tau perselts1han yang Umbul dan penaf siran alau 
pelaksanaan ketentuan Persetujuan 1m akan d1selesa1kan seca1a damai melalui 

konsultas1 atau perund1ngan antara Para Pihak. 
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Pasal8 
PERU BA HAN 

Persetujuan ini dapal diubah atau direvisi apabila dipandang perlu. 
berdasarkan kesepakatan tertuhs Para P1hak. Perubahan atau revis1 tersebut. 
termasuk khususnya perpanjangan periode sesuai ketentuan dalam Pasal 1 

Persetujuan ini Perubahan atau rev1si tersebut akan mulai berlaku pada 
tanggal yang d1tentukan oleh Para P1hak. 

Pasa19 
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN 

1 Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 (t19a puluh) hart setelah tanggal 

d1tenmanya pemberitahuan terakhtr melalu1 saluran d1plomatik, dimana 
Para Pihak telah saling memberitahukan bahwa semua persyaratan 
prosedur hukum internal yang d1persyaratkan untuk berlakunya PersetuJuan 

ini. telah dipenuhi 

2. PerseluJuan tnt berlaku unluk Jangka waktu yang lldak d1tentukan. Setiap 
P1hak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan pemberitahuan melalui 
saluran d1plomattk Dalam hal dernik1an, Persetujuan irn akan berakhir 90 

(sembllan puluh) hari setelah tanggal penenrnaan pembentahuan 
pengakhiran 

SEBAGAI BUKTI. yang bertanda tangan di bawah mi. yang d1benkan l\uasa 
penuh oleh Pemerintah masing-mas1ng. telah menandatangani Persetujuan nt , 

Oibual dt Warsawa. pada tanggal 4 September 201 3. dalam rangkap dua ash. 

dalam Bahasa Indonesia Bahasa Poland1a. dan Bahasa lnggus. semua 

naskah tersebut mem1liki keashan yang sama Dalam hal terjad1 perbedaan 

penafsiran. naskah Bahasa lnggris wajib berlaku. 

UNTUK PEMERINTAH 
REPU UK INDONESIA 

DIAN TRIANSYAH DJANI 

Direklur Jenderal Amerika dan Eropa 
Kementerian Luar Negeri 

Repubhk Indonesia 

UNTUK PEMERINT AH 
REPUBLIK POL ANDIA 

BOGUSLAW WINID 

Undersecretary of Stale 
pada Kernenterian Luar Negeri 

Repubhk Poland1a 
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REPU moN I.I\ 

UMOWA 
Ml~DZY RZADEM REPUBLIKI INDONEZJI 

A 
RZADEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
0 ZNIESIENIU OBOWlf\ZKU WIZOWEGO 

DLA POSIAOACZY PASZPORT6W DYPLOMATYCZNYCH I SLUi BOWYCH 

Rzq<J Repubhk1 lndonezji i RZC\d Rzeczypospohtej Polsk1ej zwane daleJ 
.Umaw1a1qcym1 si~ Stronami", 

- PRAGNAC zac1esn1c przy1azne stosunki ponm;cJzy obydwoma kra1am1. 

- PRAGNf\C ulatw1c wjazd oraz poclr6zowanie rni~zy obydwoma kraJami ich 
obywatvlom leg1tymuja_cym si~ wa2nym1 pnszportam1 dyplom,'ltycznym1 
1 slu2bowym1, 

ZGOONIE z obow1qZUJC\CYmi przep1sam1 prawa obydwu km16w 

UZGOONIL Y co nast~puje 

Artykul 1 

ZWOLNIENIE Z OBOWll\ZKU WIZOWEGO 

Obywatele 1ndonezy1scy leg1tymu1a.cy s1~ watnyrrn paszportam1 
dyplornatycznymr lub sluzbowymi wydanym1 przez Min1sterstwo Spraw 
Zagranicznych Republrk1 lndonez11. sa. uprawniem do WJazdu, tranzytu oraz 
pobytu na terylonum RzeczypospohteJ PotskleJ bez wt:J.. przez okres me 
dluzszy niz 90 (dziewu~Cdz1es1q_l) dni w okres1e 180 (st11 os1emdz es1~c1u) 
dm, hczonych ocl daty p1erwszego v~azdu, z zastrzezeniem Art~J...u1u 2 

2 Ooywal•31e polscy le9itymuJa.cy si~ wainym1 1>aszportam1 d•:plornatycznym1 
lub sluzbow,in1i wydanym1 przet M1111sterslwo Sprow Zagran1c:nych 
RzeczypospollteJ Polsk1e1 set uprawnieni do w1azdu tmm:ytu or::1z pobytu 
na terytonum Repubhk1 lndonezji bez w1z. przez okres nie dluzszy ni:z 30 
(trlyd11esc1) dn1 hczonych od daty WJazdu, L zaslrzezeniem Artylo;ulu 2. 
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Artykul 2 

WIZY DLA CZLONKOW 
MISJI DYPLOMATYCZNYCH ORAZ URZl;OOW KONSULARNYCH 

Przep1s art 1 nie dotyczy obywateh UmawiaJ(\Cych st~ Stron leg1tymu1qcych sie 
waz11ym1 paszportam1 dyplomatycznym1 lub slutbowym1, wyznaczonych do 

pracy 1ako czlonkowie mis11 dyplomotyczneJ lub urz~du konsularnego na 

terytorium drugiej Umawiaj(\cej st~ Strony, a lukzc czlonk6w 1ch rodz1n 

poLostEIJC\.Cych z nuni we wsp61nocie domoweJ Osoby tc mam ohow1Cl_zek, 
przed wjazdem na terytorium drug1ej Umawm1ctce1 s1~ Slrony, uzyskan1a 

stosownCJ wrzy w1aidowej w misj1 dyplomatyczne1 drugieJ Urnaw1,1jnce1 s1~ 
Strony 

Artykul 3 

OKRES WAiNO$CI PASZPORTU 

Okres wazno$c1 paszport6w, ~:t6r1m1 legitymUJ< s1~ obywate e kazdeJ 
z Unww1a1acych s1~ Stron, ~z1e wynosH me mmeJ n z 6 (sze~c) rmes1~cy 
hCZ<\C od dnia WJazdu na terytorium drugieJ UmawiaJqCej s1~ Strony 

Artykut 4 
UPRAWNIENIA WlAOZ 

Obywatele jedneJ UmawiajqCCJ s1~ Strony leg1tymu1f:\cy s1~ wa.myrn1 
paszportami dyplomatycznyrni lub sluzbowym1 sn zobowiqzani 

przestrzegac przep1s6w prawa obowrctzuiacych na terylorium drug1e1 
Umawia1ctce1 s1~ Strony przy przekroczarnu granicy oraz przez ca~y okres 
pobytu na JCj terytorium 

2 KaZdf\ z Umawiaja.cych si~ Stron zastrzega sob1e prawo do odmo '"I 
w1azdu lub do skr6cenia pobytu na swo1m terytonurn os6b uznanych za 
nrepozqdane lub mogqcych stanowit zagrozcn1e dla bezp1eczens1wa 
pubhcznego. porz(\dku pubhcznego. zdrowia pubhczncgo luo 
bezpieczenstwa narodowego 

Artykul 5 
WZORY PASZPORTOW I OOKUMENTOW POOROZY 

ORAZ ICH WYOAWANIE 

UmnwiaJqCe s10 Strony przekai.q sob1e nawzaiem. droga_ dyplomatycznct. 
nktualne w1.ory paszport6w dyplomatycznych 1 sluihowych w ternunte 30 
(trzydz1estu) dn1 po podpisaniu n·nie1szej Urnowy 
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2. Umaw1a1ace si~ Strony przekazq sobie nawzajem p1semnie, drog~ 
dyplomatycznq, inf ormacje na temal nowych lub zm1enionych wzor6w 
paszport6w dyplomatycznych 1 stuzbowych, ne1 co naimntej 30 (trzydzit:sci) 
dni przed dal(l\ rozpocz~cta 1ch obowiq_zywan1a 

3 Jezeh obywatel JedneJ z Umaw1aj(\cych s1~ Stron utraci na terytonum 
drug1e1 UmawiaJ"'ceJ s1~ Strony sw6J paszport dyplomatyczny lub sluzbowy. 

a Ibo p\Jszport takt ulegnie .rniszczeniu na lt rytom1m drugieJ Umaw1ClJa.ce1 
s1~ Strony, obow1C\zany 1esl on niezwloczn1e pow1adom1c wlasc1we wt'1dze 
panslwa przyjmu1qcego za posrednictwem m1::.ji dyplomalyczncj lub urz~du 
konsularnego kraju swego pochodzenia Wtasc1wa mlsJa d; plomalvczna 
lub urz(\d konsularny wyda tej osobie dokument uprowmfiJqcy do powrotu 

do kraiu Jego pochodzenia. zgodnie z przepisum1 prawa pi=tnstwa 
wysylajacego. 

Artykul 6 

ZAWIESZENIE 

1 Kazda z UmawiaJqcych si~ Siron moze czasowo z.aw1es1c stosowame 
nin1e1sze1 Umowy, w catosci lub w cz~sci , ze wzgl~u na bezp1eczenstwo 
narodowe bezp1eczenstwo pubhczne, pOr7Cldek puhhclny lub ochron~ 
zdrowia pubhcznego. 

2. Zaw1esLenie Umowy jak r6wn1ez uchylenie zawieszenia o ~ 16rym mowa 

w ust~pie 1 111n1ejszego Artykutu b~zie niezwloczn1e notyf 1kov1ane drogq 

clyplornatyczn~ druglej UmawiaJ(\cej si~ Stronie 

Artykut 7 

ROZSTRZYGANIE SPOROW 

Wszelk1e rozb1eznosci lub spory wynikajqce z 1nterpretaq1 lub wykonywanra 
postanow1en 111nie1sze1 Umowy ~Cl rozstrzygane polubowme w drodze 
konsullacj1 lub negocjacji mi~dzy Umawiaj(.\cyrn1 s1~ Stronam1 

Artykul 8 
ZMIANY 

Jezeh UmawiaJC\Ce s1~ Strony uznajC\ to za kon1eczne, do nin1c;sze1 Umowy 
mozna wprowadz1t zm1any w drOdze p1semnego uo1ozum1en1a Stron Zrm:my 
te. ktore w szczeg61nosci polegal inog~ na przedluzenru term1116w okreslonych 
w Adykute 1, weJdc:t w zyc1e w dacre ustalonej p1 zez UmClwin14ce s1~ Strony 
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Artykut 9 

WEJSCIE W ZYCIE, CZAS OBOWlf\ZYWANIA I WYPOWIEDZENIE 

1. N1niejsza Umowa wchodzi w i:ycie po uplywie 30 (trzydziestu) drn od daty 

otrzymama drog(\ dyplomatycznct p6in1e1sze1 notyf1kac11. kt6rym1 
Urnaw1ajqce si~ Strony poinformuj~ s1~ nawzajem o spetniernu wszystk1ch. 
przewidz1anych prawem wewn~lrznym Stron wymog6w wejscia w zyc1e 

Urnowy. 

2. Niniejsza Umowa zostaie zawarta na czas nieokreslony Kazda z 
Umaw1aj'lcych si~ Stron maze JC\ wypow1edz1ec w drodze notyf1kaCJi. 
przekazanej drag~ dyplomatycznC\ W taktm przypadku Umowa utrac1 mac 

obow1(\ZUjC\CC\ po upfywie 90 (dztewi~Cdziesi~ciu) dni od otrzymarna 
notyf1kacji o jej wypowiedzeniu . 

W DOW6D CZEGO. nizej podptsani b~dci_cy do tego nalezyc1e upowaznien1 

przez swoje Rz(\dy z<'warh ntn1e1szq Umaw~. 

SPORZADZONO w Warszawie w dniu 4 wrzesnia 2013 roku. w dw6ch 

1ednobrzm1cicych egzemplarzach. kazdy w J~zykach . indonelyJSk1m polskim 
1 angtelskim przy czym wszystkie leksly sa jednakowo aulentyczne. W raz1e 

r6znic w 1ch interpretacji tekst w J~zyku angielskim b~dzie rozstrzygci1~cy 

Z UPOWAZNIENIA RZJ\DU 
REPUBLIKI INDONEZJI 

Dyrektor Generalny 
do spraw Ameryki I EL1ropy 

Minislerstwo Spraw 
Zagranicznych 

Republik1 lndonez1i 

Z UPOWAZNIENIA RZJ\DU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

BOGUStAW WINID 
Podsekretarz Stanu 

w Mmisterstw1e Spraw 
Zagrantcznych 

Rzeczypospolitej Polskie1 
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RRPUBLIK I DO IA 

AGREEMENT 

BETWEEN 

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 

AND 

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND 

ON 

VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE 

PASSPORTS 

The Government or the Republic or Indonesia and the Govr.>rnnient of the 
Republic or Poland hereinafter refermd lo as the Contracting Parties" 

DESIRING to strengthen the existing fni:ndly relations between :he tNo 
countries 

WISHING to facilitate entry and travel between the two countries for their 
c1t1zens holding vahd d1plomat1c and service passports 

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective collntrit:s, 

HAVE AGREED as follows· 

Article 1 
EXEMPTION FROM VISAS 

1 Indonesian c1t1zens holding valid diplomatic or service passports issued by 
the Ministry of Foreign Affairs or the Republic of Indonesia shall not be 

required lo obtain a visa to enter. transit and stay in the temtory of the 
Republic of Poland for a period of up to 90 (ninety) days during a period of 
180 (one hundred and eighty) days from the date of their first entry, subject 

to Article 2 

r1 

ll 

111 

II 

I 
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2 Pohsh citizens holding valid diplomatic or service passports issued by the 
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland shall not be required to 
obtain a visa lo enter, transit and stay m the territory of the Republic of 
lndones1;i for a period of up to 30 {thirty) days from the date of entry. sub1ect 
to Article 2 

Article 2 

j 

VISAS FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR • 

POSTS 1 

The provision of Article 1 shall not apply to citizens of either Contre\cting Party 
holding vahd diplomatic or service passports seconded lo worl-'. 1n a d1plomo1tc 
mission or consular post in the terntory of the other Contracung Pany or to their 
family members forming part of a household with them Before ent~nng the 
territory of the other Contractmg Party such persons are requir..:d to obtain the 
relevant entry visa in the diplomatic mission of the other Contractlllg Party 

Article 3 
DURATION OF PASSPORT VALIDITY 

The duration of passport validity of nallonals of either Contracting Party shall be 
at leost 6 (six) months when entming the lerntory of the other Contrac ing 
Party 

Article 4 
THE RIGHTS OF AUTHORITIES 

1 The cit1z~ns or one Contracting Party who hold valid clrplomat1c or service 

passports shall be obltgated to respect the laws applicable in th1:: territory of 
the other Contractmg Party while crossing the border and throughout their 
slay 1n the temtory of the other Contracting Party. 

2. Each Contracting Party reserves the nght to refuse entry or short-=:n the stay 
of persons considered undesirable or likely to endanger the publtc peace, 
public orc1er, pubhc health or national security 

Article 5 
SAMPLE ANO ISSUANCE OF PASSPORT OR TRAVEL DOCUMENT 

I 

I 

I 

~. 
) 

• H' 

~ The Contracting Parties shall exchange specimens of their vahd thplomal1c a 

and service possports. through diplomatic channels, w1th1n 30 (thirty} days 
alter the signing of this Agreement 

11 
.. -. ~ --=-=--- ~-- I 
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2 In case of the introduction of new d1ploma11c and service passports, as well 
as mod1f1cahons of existing ones, the Contracting Parties shall inform each 
other in wnllng , through d1plomahc channels. of any changes no later th;:in 
30 (thirty) dnys pnor to their official Introduction. 

3 In case nationals or either Contracting Party lose or damage their diplomatic 
or service p<lssports 1n the territory of the other Contracting rarty they shall 

1mme<.l1ately inform competent authori11os 1n the rece1v1ng count1y through 
the d1plornnt1c m1ss1on or consular post representing the country of ongin 
The c..hplomat1c mission or consular post concerned shall , in comph.-.nce 1,,vith 
the te91slat1011 of its country, issue to such persons a document to return to 

the country of origin 

Article 6 
SUSPENSION 

1 Either Contracting Party shall have the nght to temporarily suspend lhe 

implementation of lhrs Agreement In whole or "' part for rensons of nattonal 
security. public security. public order or public health. 

2 The suspension. as well as revocation of the suspension ref .;rred lo in 

paragraph 1 of thrs Artt le shall be 1mmed1ately not1f1ed to the oth1:r 

Contracting Party through dtplomahc channels 

Article 7 
SETTLEMENT OF DISPUTES 

Any d1ff erenccs or disputes arising Ollt of the interpretation or 1mplementat1on of 
the prov1s1ons of this Agreement shall be settled amicably by consultnt1ons or 

negoltations between the Contracting Parties 

Article 8 
AMENDMENTS 

This Agreement may be amended or revised. 1f rt 1s cleemed necessar~'. h'f 
mutual consent, 1n writing. by the Contracltn!J Parties Such i\mendments or 

r~v1s1ons may tn pa1t1cular mclude un extension of the penOlis referred to in 
Article 1. The amendments or revisions shnll enter mlo force on such date as 

may be determined by the Contracting Parhes. 
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Articlo 9 

ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION OF THE 

AGREEMENT 

1 Th is Agreement shall enter into force 30 (thirty) days arter the date or 
receiving. through diplomatic channels. the later nolrficalion in which the 

Contracting Parties shall notify each other of the completion of all internal 

legal procedures required for the entry into force of this Agreement 

2. This Agr1::ement 1s concluded for an indefinite penod of time Each 
Contracting Party may terminate lh1s Agreement by nobflcat1or1 through 

diplomatic channels In such event, the Agreement will expire after 90 
(ninety) rJays from the date of receiving t11e not1f1cation or termin:=tuon 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, bemg duly authorized hv their 
respectivr Governments have enter<:d into this Agreement 

Done at \"'/arsnw on this 41.11 day of September m the year 2013 in two originals. 

each in the Indonesian, Polish, and English languages, all texts being equally 

authentic In case of any discrepanc es in their interpretation the Enghsh 

version shall prevail 

FOR 

THE GOVERNMENT OF THE 

REPUBLIC OF INDONESIA 

J]_ : .. r-
DIAN TRIANSYAH DJANI 

Director General 
for America and Europe 

Ministry of Foreign Affairs of 

th~ Republic of Indonesia 

FOR 

THE GOVERNMENT OF THE 

REPUBLIC OF POLAND 

BOGUSLAW WINID 

Undersec.reta1v of State 
in the Ministry of Foreign Affairs 

of the Republtc of Polilnd 
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